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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai Negara yang menganut system hukum Indonesia telah berpedoman pada hukum, yang mengharuskan tingkah laku manusia diatur oleh peraturan-peraturan yang bersumber dari system hukum  agar  setiap warga negara dapat mematuhi dan menjalankan aturan yang berlaku  sehingga tujuan dari hukum itu sendiri memberikan arah yang jelas kepada masyarakay agar terciptanya keaman dan kertertiban dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berfokus kepada generasi penerus bangsa yang dimaksudkan adalah anak bangsa  mutlak  bagi  negara  dan pemerintah  memberikan  perlindungan hukum  dan  hak  asasi  manusia  kepada anak  sebagai  bagian  dari  anak  bangsa yang selanjutnya akan meneruskan  cita-cita  perjuangan  bangsa  Indonesia 
sebagai generasi penerus bangsa maka setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan bekembang, namun faktanya dengan fenomena sekarang anak tidak hanya menjadi korban bahkan anak sudah meramba ke dunia criminal,  yang dapat memudarkan cita-cita bangsa sebagai penerus, fakta emperis menunjukann banyak keterlibatan anak dalam kejahatan dan perliku yang menyimpang yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum. 
 cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga pada prkatiknya pembinaan dan perlindungan terhadap anak memerlukan strategi khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh , serasi, selaras dan seimbang, Sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa:
“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan herkat dan martabat.”
Dilihat masa sekarang jumlah anak yang terlibat sebagai pelaku kriminal semakin hari jumlahnya semakin bertambah, usaha dan progress yang ada untuk mencegah fenomena tersebut masih belum memberikan win – win solution untuk mengurangi fenomena yang terjadi sehingga diperlukan  pendalaman progress bagi aparat penegak hokum dan juga instansi yang terlibat langsung untuk menjamin dan melindungi anak dari segala bentuk penyimpangan dalam hal ini Kementrian Perlindungan perempuan dan Anak .Jika anak- anak terus berkembang buruk maka akan mengakibatkan hal-hal negative yang pada hakekatnya berdampak bagi Negara. 
Upaya Pemerintah telah mengusung Undang – Undang Sistem Peradilan Anak sebagaiaman dimana dimaksud UU. RI. No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradialn Anak, disebutkan dalam UU RI No 11 Tahun 2012 anak yang melakukan kejahatan sering disebut dengan Anak yang berhadapan dengan Hukum, usia maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak adalah memiliki usia maksimal 18 tahun. Dalam Undang – Undang ini diungkapkan bahwa sistem peradilan Anak merupkana seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum , yakni mulai tahap penyidikan hingga tahap Pembinaan. Selaras dengan aturan yang telah di undangkan aparat penegak hukum khusunya Polri telah membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menudukung program pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Anak.
Anak yang berhadapan dengan hukum atau children in conflict wit the law adalah seseorang yang berusia dibawah 18 Tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakann yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.  persinggungan anak dengan sistem peradialn pidana menjadi titik permulaan anak  berhadapan dengan hukum, istilah sistem peradilan pidana menggambarkan sutu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuain hukum pidana degan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.
Terkait upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum, maka sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai dan mencakup akar permasalahan  ( root causes ), sebab anak  melakukan tindak pidana dan bagaimana upaya  pencegahannya, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi social termasuk pelaku dalam proses tersebut, dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar prosedur, mekanisme dan institusi dan badan yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
Beberapa Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejateraan Anak, Undang – Undang No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak secara subtansinya Undang – Undang tersebut mengatur hak- hak anak yang berupa hak, hidup,  hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, ha unutk beribadah menurut agamanya, hak berekspersi, berfikir, bermain beristrahat dan juga landasan yuridis Konvensi Tentang Hak- hak Anak ( convention on the rights of the chid ) dalam pasal 37 huruf b resolusi No. 109 Tahun 1990.
  Dengan adanya Undang- Undang Sistem Peradilan anak dengan uoaya tersebut dapat memberikan hak anak, perkara anak yang terkategori sebagai lex spesialis Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan  memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang  pribadinya  lebih  baik,  namun  penjara  justru anak tersebut dapat mengembangkan untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang lebih berat dikarenakan pergaulan didalam penjara yang bisa mendoktrin anak kea rah negatif
Progre untuk  mewujudkan  keadilan  dengan  memperhatikan  perlindungan  dan kepentingan anak, pemerintah telah berupaya mengatur berbagai ketentuan- ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem peradilan anak yaitu dengan ditetapkannya undang- undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  anak.  Sehingga demikian  diharapkan  Undang-undang  tersebut  dapat  memberikan  arah  yang  tepat  dalam rangka pembinaan dan perlindungan khususnya bagi anak-anak yang berkonlik dengan hukum
Peraturan mengenai klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  umumnya sama dengan  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan  terhadap  orang  dewasa,  yang membedakan hanya proses  persidangan dan penentuan jenis-jenis pidana yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara  khusus telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (UU  SPPA)  yang  sebelumnya  diatur  dalam Undang - Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan.Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya,  
Dari Kebijakan – Kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Anak untuk memenuhui semboyang Anak sebagai generasi penerus bangsa untuk itu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan garda pertama penegakan hukum untuk melakukan Proes  Penyidikan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
Dalam Praktiknya Polri yang melakukan penyidikan terhadap Anak yang berhadapan hukum atau di Sebut Penyedik Perempuan dan Anak memiliki berbagai kendala, kendala yang pertama kurangnya Sumber daya manusia yang mengemban fungsi Penyidik Perempuan dan Anak  terkhusus diwilayah hukum Polres Bulukumba, selanjutnya kurangnya sarana dan prasarana terkait fasilitas dalam proses penyidikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, hambatan selanjutanya kurangnya dana atau anggaran penanganan perkara bahkan dalam proses penyidikan kurangnya sinergitas yang terbangun dengan stakeholder terkait seperti Pekerja Sosial, Pemerhati Perempuan dan Anak, ataupun organisasi lainya yang ikut serta berkicimpun memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. 
Dari Permasalahan – Permasalahan diatas oleh penulis mengajukan proposal penelitian yang berjudul ” Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Terhadapa Anak Yang Berhadapan dengan Hukum  (Studi Kasus Kepolisian Resor Bulukumba).”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang berhadapan dengan Hukum yang terjadi di wilayah Hukum Polres Bulukumba ? .
2. Faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang berhadapan dengan Hukum yang terjadi di wilayah Hukum Polres Bulukumba?.
C. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui dan menganalisa  bagaimana  Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang berhadapan dengan Hukum yang terjadi di wilayah Hukum Polres Bulukumba.
2. Mengetahui dan menganalisa Faktor – faktor yang menghambat atau mempengaruhi Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang berhadapan dengan Hukum yang terjadi di wilayah Hukum Polres Bulukumba.
D. Manfaat Penelitian
Terlaksananya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis
1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis penelitian ini akan mengungkap fakta-fakta mengenai bagaimanakah Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang berhadapan dengan Hukum dan apa saja faktor – faktor  yang mempengaruhi atau menghambat Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang berhadapan dengan Hukum khususnya kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bulukumba. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang mampu memberikan kontribusi secara teoritis maupun secara akademik bagi terciptanya suatu regulasi yang bersifat universal ( univikasi hukum ) tentang Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang berhadapan dengan Hukum yang terjadi di wilayah Hukum Polres Bulukumba.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan landasan atau dasar pijakan pengemban kewenangan penegak hukum, sehingga lebih proporsional dan professional dalam menyikapi perkara tindak pidana Anak yang berhadapan dengan Hukum.
b. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan – pertimbangan yang bersifat ilmiah bagi keluarga atau Masyarakat terkhusus bagi orang tua yang memiliki peran penting penting atau gerbang pertama bagi anak untuk memperoleh pendidikan sehingga keluarga atau orang tua dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap Anak.[footnoteRef:1] [1:  Syahruddin Nawawi, Rahman Syahruddin, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian HUkum Empiris, (Makassar, 2021),] 
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